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TAHUN 1984 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT [ BALI

NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | BALL

-

bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD1973
tentang Larangan Mengambil Pasir, Krikil, Batukali, Paras, Karang
dan lain-lain hasil alam sudah tidak sesual lagi dengan keadaan,
kepentingan dan kebutuhan dewasa ini ;

. bahwa dipandang perlu untuk membina para pengusaha bahan gali-

an golongan  C, baik dalam usaha produksi maupun pengawasan
Eeselamatan kerjanya ;

bahwa dipandang perlu mencegush dan mengendalikan Kerusakan

lingkungan sebagai akibat daripada pengusahaan bahan galian go-
longan C;

- bahwa dipandang perlu untuk mepingkalkan pendapatan Dacrah,

agar Daerah dapat lebih berperan dan berfungsi dalam pelaksana-
an pembangunan dalam batas-batas peraturan perundang-undang-
an yang berlaku ;

bahwa pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C
oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Bali adalah berdasar-
kan wewenang sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentwan Pokok per-
tambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.



Mengingat

a.

. Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok Pr-
imerintahan di Daerah (Lembaran MNegara RI Tabun 1974 Nomor
38: Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Teng-
gara Timur {Lembaran Megara RI Tahun 1958 Nomor 115: Tam-
bahan Lembaran Negara RI Nomor 1649) ;

Undang-Undang Nomor 12 Drt 1957 tentang Peraturan Umum
ltetribusi Daerah [Lembaran Negara R Tahun 1857 Nomor 57:.
Tambaban Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Apra-

Thd 5

. Undang-Undang Notmor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok

Pertambangan (Lembaran MNegara Tahun 1967 Nomor 22; Tambah-
an Lembaran Negara Nomor 2381) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;

|

10

10.

11.

13,

14.

D

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentu-
an Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1982 Momor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) |

. Mijn Politic Reglement {sth. 1930 Nomor 341) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tabun 1969 teniang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 {Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) ;

Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolong-
an bahan palian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47; Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;

. Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1976 fentang Sinkronisasi
Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan kehutanan, pertam-
bangan, transmigrasi dan Pekerjaan Umum ;

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Per-
tamben /1977 tentang Pencegahan dan Penangpulangan terhadap
gangguan dan pencemaran sebagai akibat usaha pertambangan
umum ;

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Per-
tamben {1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambang-
an Daerah untuk Bahan Galian Golongan C.

engan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah

Tingkat 1 Bali.
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MEMUTUSKAN @

PERATUIIAN  DARRAIL PROPINSL DAERAI TINGRAT 1 BALI
TENTANG USANA PERTAMBANCAN BAHAN OALIAN GULONG.
AL

BAal L
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Datam Peraturan Pacral ind vang dimaksud deogan

a. Dacrah ialah Propinsd Daerah Tingkat [ Bali ;

. Gubernur Kepala Dacrab ialah Gubermur Kepala Dacrah TingRal |

Iali ;

. Bupati Kepals Daerab ialah Bupati Kepala Daerab Tingkat 11 dj

Propinst Daerah Tingkat I Bali ;

. Baban galian polongan C ialah bahan galian yvang bukan strategis

dan bukan vital sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Peme-
rintah Nomor 27 Tabun 1980: sebapai suatu baban galian memi-
Lk nilai sosial ekonomi.

. Usalia pertambangan bahan galian golonpan C ialah usaba-usaha

perlambanpan vang Llerdiri dari eksplorasi, exploitasi, pengolahan/
pemurnian, pengangkutan dan  penjualan sebagaimana yvang di-
maksudkan dalam pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pertambang-
an dan Energi Momor 03P Pertamben /1981 ;

Sural Ijin Pertambangan Dacrah disingkat "SIPD" ialah Kuasa per-
tambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau
sehagian tahap usaha pertambangan baban galian golongan C.

. Iuran Tjin Pertambangan Daeral, terdiri dari Turan Tetap Eksplorasi;

Eksploitasi dan luran Produksi ;

. Turan Tetap Eksplurasi, adalah Turan yang dibayarkan kepada Pe-

merintah Daerah sebapgai imbalan atas kesempalan vang diberikan
untuk penyelidikan geologi pertambangan bahan galian golongan C ;
Iuran Tetap E]-::;ph':}i't.asi, adalah juran vang dibayarkan kepada
Pemerintab Daerah sebagai imbalan atas kesempatan yang diberi-
kan untuk menghasilkan bahan galian golongan C ;

luran Produksi, adalah iuran vamg dibayvarkan kepada Pemerintah
Dacrah atas hasil yang diperoleh dari usaha Pertambangan baban
galian gelongan C.



Bal L
JERIS BAHAN GALIAN GODLONGAN ©

Pusal 2.

aban valian solongan O teedin atas

Nitrat-nitral., pospat-pospal, garam bato dhalite ashes, lalk, mika,
mpnesid, pratil, wvarosil, lewsit, oewas dalum, oker, batu permiala,
batu setenpalt pernata, pasie Rwarsa, kaobing leldspar, @ips, benlonit,
Batu apung, tras, obsidian. periit, tanab ditome, tah serap, marmer,
bala tubis, bato kapur. dolomil. kalsil, granit, andesit, basal, teakhil,
(hatuah bangunan) tanal lial, batu padas (paras). batn kali Jeriki
danny pasir sepajang Lidak prengandung unsur-unsur mineral goloagan
A onimtpun 8 dalen jumlaly vang berart ditingau dart segi ckonomi
prertarm bangan

Pasal 3.

Bagi Lahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Preraturan
Daerah ini sepanjang tidak terletak di lepas pantal,

BaB L
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal 4.

{1} Setiap pengusahaan pertambangan bahan galian golongan €,
baru dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD.

(2) Usaha pertambangan bahan galian golongan 0, hanya dapat
dilakukan oleh :

. Badan Usaha Milik Nepgara ;

. Perusahaan Daerah ;

. Koperasi, Sekehe ;

. Badap Hukum Swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan ltepublik Indonesia, berkedudukan di Indunc-sila
mempunyai  pengurus yang berkewarganeparaan Indanesia
swerta bertempat tinggal di Indonesia mempunyai lapangan
usaha di bidang pertambangan.

e, Perorangan vang berkewarganegaraan Indonesia dan ber-
tempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka

o m O
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1)

(2)

(3)

vang bertempat tinggal di Daerah Tingkat I tempat terda-
palnya bahan galian golongan C yang bersangkutan ;

Perusahaan dengan modal bersama antara Megara/Badan
Usaha milik Megara di satu pihak dengan Daerah Tingkat 1
dan atau Daerah Tingkat 1T atau Perusahaan Daerah di pihak
lain.

. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan

Usaha milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan di satu pihak
dengan Badan Hukum Swasta atau perorangan tersebut pada
huruf d dan e.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH SIFD
Pasal &5

Permohonan SIPD disjukan kepada Gubernur Kepala Daerah,
sesuai dengan contoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah.

Permohonan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)
harus dilampiri denpan :

Peta Wilayah vang dimohon yang menunjukkan batas-batas-
nya secara jelas dengan sekala 1 : 1000 (satu berbanding seri-
bu} dengan memuat peta situasi yang bersanghkutan :

. Salinan/poto copy akte pendirian perusahaan bagi yang ber-

badan hukum, yang dalam akte tersebut antara lain menye-
butkan berusaha di bidang pertambangan yang telah terdaftar
pada Pengadilan Negeri setempat bagi CV. dan Fa. serta bagi
NV (PT} dengan tambahan mendapatkan pengesahan dari
Menteri Kehakiman ¢

. Rekomendasi /pertimbangan teknis dari :

1. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi da-
lam hal penambangan dilakukan dengan mengpunakan
bahan peledak, alat-alat mekanis dan menggali lebih dari
25 (dua puluh lima) meter ;

2, Dinas PU. Propinsi Daerah Tingkat [ Bali dalam hal penam-
bangan dilakukan tidak menggunakan bahan peledak, alat-

alat mekanis dan menggali kurang dari 25 {dua puluh lima)
meter.

Untuk permohonan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
ayat {3) harus dilampiri dengan :

a. Peta wilayah yang dimohon, yang menunjukkan batas-batas-

nya secara jelas dengan skala 1 : 10.000 (saiu berbanding se-
puluh ribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan ;



1)

{1
{2}

)

(4]

i1)

b. Pota peolopgi, laporan potensi endapan, rencana biaya dan
analisa dampak lingkungan ;

¢. Pernvataan sebagai tenaga ahli dari vang bersangkutan lengkap
dengan daftar riwayat hidup serta salinan ijazah dan bila sudah
bekerja (pegawai) harus ada ijin dari atasannya |

. Pernvataan jaminan Bank {refrensi Bank) .

e, Surat pernvataan bersedia menjamin keselamatan dan Keschat-
an kerja buruh

{. Bagi pemaobon /jpengusaha vang menggunakan mesin dan alal-
alal Luar Negeri hendaknya dilengkapi dengan petunjuk-petun-
juk dalam bahass Indenesia yvang baik dan benar.

Apabila untuk Wilayah vang sama diajukan beberapa permohonan
vang memenuhi syarat, baik vang berbadan hukum maupun per-
oranpan, maka yvang perlama-tama mendapat penyelesaian ialah
permohonan vang terdahulu,

BARB V.
PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA
Pasal 6,
SIPD diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah,

Sebelum Cubernur Kepala Dacrah memberikan SIPLD, terlebih
dahuly memints pendapal Bupati Kepala Daerah dan Instansi
lainnva yang berkepentingan tentang adanya hak-hak atas Lanah
sorla masaluh gangpuan dan pencemaran tata lingkungan hidug,

Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanyva per-
mintaan pendapal sebapaimana vang dimaksudkan dalam avat {2}
pasal ini Gubernur Kepala Daerab tidak meperima pernyataan
keberalan dari Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan, dan
instansi-instansi lainnya vang berkepentingan serta masalan yang
menvanpgkul status tangh tersebut telah selesai, maka SIPD dapat
dikeluarkan,

Gubernur Kepala Daeral wajih menyampaikan tembusan S[PD
Kepada Direktur Jendral Pertambangan Umum, Direktorat Tek-
nik Pertambanpan, Kantor Wilavah Departemen Pertambangan
dan Encrgi selempat dan Dircktur Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah Depariemen Dalam Negeri.

Fasal 7.

Jdika telah diperoleh SIPD, maka kepada mereka yang berhak
atas tanah wajib memperbolehkan pengusahaan pertambangan
lersebul kepada pemegang SIPD vang bersangkutan, atas dasar
mufakat dengan :

a. memperlihatkan SIPD atau salinannva vang sah serta diberi-
tahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan
itu akan dilakukan ; ;
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(1)

(2]

{3)

b. memberikan ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu.

Pasal 8.

Bagi mereka yanp tanahnya terkena wilayah pertam bangan,
karena adanya SIPD sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 6
ayal (1) Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan ganti rugi ke-
pada pemegang SIPD yang bersangkutan melalui Bupati Kepala
Daerah.

Penetapan besarnya ganti rugi sehagaimana dimaksud dalam aval
{1} pasal ini, dilakukan secara musyawarah dengan para pemilik;
pemegang hak atas tanah danjatau benda/tanaman yang ada di
atasnya.

Jika tidak tercapai kata sepakat dalam menetapkan ganti rugi
sehagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka penetap-
an ganti ruginya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan
bila kata mufakal juga tidak tercapai, maka penctapan panti rugi
diserahkan kepada Pengadilan Negeri vang dacrah Hukumnya
meliputi wilayah pertambangan yang bersangkutan,

Pasal 9.

BDengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah, Gubernur
Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat Il untuk
memberikan SIPD dengan luas maksimal 1 (salu) hektar.

{1}

(2)

{3)

(1)

Pasal 10.

SIPD diberikan dalam jangka waktu maximal 10 {sepulub) tahun
dan dapat diperpanjang dua kali, serta uniuk setiap kali untuk
jangka waktu maximal 3 (tiga) tahun atas permohonan pemegang
SIPD.

Lamanya pemberian SIPD, tersebut dalam avat (1) pasal ini ada-
lah berdasarkan pertimbangan besarnya potensi endapan sesuai
dengan data dan pertimbangan yvang diberikan oleh Pejabat se-
bagai dimaksud dalam pasal b ayat (2) e.

SIPD untuk jangka waktu yang melebihi sebagaimana dimaksud
dalam kelentuan avat (1) pasal ini hanya dapat diberikan oleh
Gubernur Kepala Dacrah selelah mendapat persetujuan dar Men-
terl Pertambangan dan Energi cq. Direktur Jenderal Periambang-
an Umum.

Pasal 11.

Bilamana dianggap perlu, guna melaksanakan explorasi datam
rangka menyusun study kelayakan sebagal bahan pertimbangan
hagi persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi cg. Direktur
dendral Pertambangan Umum vang melebihi 25 hektar luasnya,
Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan SIPD explorasi sela-
ma 1 {satu) tahun atas permintaan vang bersangkutan, yvang diaju-
kan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.



{2} SIPD sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal ini dan atau
perpanjangan diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasar-
kan saran teknis Direktorat Jendral Pertambangan Umum cg. Di-
roktorat Teknik Pertambangan dan Kantor Wilayah Pertambang-
an dan Energi selempal,

Pasal 12,

{1y Pemepang SIPL dapat menverabkan kembali 5IPD-nya dengan
pernvataan tertulis kepada Gubernur Kepala Dacrab, dengan di-
sertai alasan-alasannya.

{21 Penpembalian SIPI dinyvatakan sah setelah diselujui oleh Gober-
nur Kepala Daerah.,

Pasal 13.

SIPD dapat dipindahkan kepada Badan Hukumjorang lain dengan izin
CGubemur Kepala Daerah, bila memenuhi syarat-svarat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2} Peraturan Daerah ind.

Pasal 14.

SIPD tidak berlaku/batal karena :

a. telah herakhir masa berlakunya ;

‘b, pemegang SIPD tidak memenuhi syaratsyarat yang lelah ditetapkan
dalam SIPD dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku ;

c. perusahaan yang bersangkutan pallit.

BAB VI
LUAS WILAY AH SIFIM.
Pasal 15:

{1} Luas Wilayah vang dapat diberikan untuk satu SIPD maxsimal
5 (lima) hektar kepada perorangan, sedangkan kepada badan hu-
kum dan koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima} SIPD.

{2} Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima} buah dengan
luas masing-masing maksimal 5 (lima) hektar untuk bahan galian
yang sejenis dalam satu lokasi, Gubernur Kepala Daerah dapal
tnem berikan satu SIPD.

(3} SIPD dengan luas Wilayah lebih dari 25 {dua puluh lima) hektar
hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah selelah men-
dapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi cq. Di-
rektorat Jenderal Pertambangan Umum.

(4), SIPD tersebut dalam ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan un.
tuk satu jenis bahan galian dengan luas Wilayah maksimal 1.000
{zeribu) heltar.

(5) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayeh kerjanya dengan me-
ngembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu darl Wilayah
termaksud dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah,
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Pasal  16.
Pekorjaan tambang berdasarkan SIPD tidak boloh dilakukap -

a. di wilayvah vang tertutup untuk kepentingan umum dan sekitar la-
pangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan ;

b. tempat-tempal kuburan, tempat-tempal vang diangeap suei, bangun-
i jalan jembatan, bangunan irigasi. listrik dan sebapainyy

o, Lempat-tempat usaha perlambangan lainoya ;

d. bangunan-bangunan, rumab tempal lingeal atau pabrik-pabeik boser-
la pekarangan sckitarmya, kecoali atas izin vang berbak atasnva atau
kussanyva yang sah.

Pasal 17,

Dalam hal vang dianggap penting unluk kepentingan pekerjaan tambang
berdasarkan SIPD, pemindaban terhadap yang dimaksud dalam pasal 16
Peraturan Daerab ini dapat dilakukan atas beban pemegang SIPD dan
setelah mendapat izin dari vang berbak atau yvang b rwewe nang.

BAB VIL

IURAN PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 18.
Pemepang SIPD diwajibkan membayar iuran berupa

a. juran tetap explorasi sebesar Bpo 1000,— (seribu vrupiah) per heklar
dalam setabun ;

h. iuran tetap exploilasi sebesar Bp. 2.500,— (dua ribu lima ralus ru-
piah) per hektar dalam setahun ;

c. iuran produksi untuk sctiap jenis bahap galian polongan C sebagai
berikut :

IURAN EKSLORASIH/EKSPLOITASI

UNTUK SETIAF TON BAHAN GALIAN/BIJIH
DALAM Rp.

— = —_— —
BAHAN GALIAN/ UNTUK PEMAKAIAN! | UNTUK EKSPOR
BILJTH PENGOLAHAN DALAM | TANPA DIOLAH
NEGERI
Nitral-nitrat 500,— 809,
Pospat 800,— 800,—
Garam batu . 800,— 800,—




UNTUK EKSPOR

3 ! UNTUK PEMAKATAN/
BAHAIEUG[ﬁLmI\I PENGOLAHAN DALAM | panpA DIOLAH
NEGERI
Ashes 500.— 1.500,—
Talk 200, — 1.500,—
Mika a0, — 1.500,—
Mapgnesit 1.000,— 1.500,—
Crabil 500.— 1.000.—
Yarosit 500,— 1.0, -
Leusil 500,— A1,
Tawas {Alum) o00,— L. o000~
CHer 00— 1.500,—
Batu permata 20 dari Harga Jual 20 dari Harpa
Jual.

Batu setengah per- 2007 dari Harga Jual 20% dari Iarga
miata Jual.
Pasir Kwarsa 200— 400,—
Kaolin 50— 1.000,—
Keldspar 500 — 1.000,—
Clps 300, A00,—
Bentonit 200,— 300,—
Batu Apung 150.— 300,—
Tras 150,— 300,—
Obsidian 150,— 300,—
Perlit 200, 300.—
Tanah Diatomea 200, — 300,—
Tanah Serap 200,— 300.—
Marmer 500,— 1.000,—
Batu Tulis 200,— 400,—
Batu Kapur 100,— 200,—
Dolomit 150,— 300,—
Kalsit 200,— 300,—
Granit, Andesit,
Basal, Trakhil
(Baluan Bangunan) 200,— 400,—
Tanah Liat :
a. Tanah Liat Tahan

Api 00— 400,—
b. Tanah Liat Ball 200,— 400~

c. Tanah Liat untuk
bahan-bahan Ba-
ngunan {Batubara,

Genteng dan sebagai-
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BAHAN GALIAN/ | UNTUK PEMAKAIAN! | ynTUK EKSPOR

BLIIH PENGOLAHAN DALAM ANFPA DIOL
¥ KEGERI LANEA e
nyaj. 100,~ : 200,—

Pasir dan Kerikil :
a. Untuk Bahan-Bahan

Bangunan 100,— 200,—

b. Untuk Pengurukan - 200,—

——— ————— —— ——— —_——
Pasal 19

Hasil pungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, ditentu-
kan pembagiannya sebagai berikut :

a. 30" untuk Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali.

b. 70 % untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkal 11 yang bersang-
kutan.

. 95'm% dari bagian yvang dilerima Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-

kat IT untuk Desa tempat terdapatnya bahan Galian Golongan C
tersebul.

(1)

(2)

()

Pasal 20.

Tata cara pelaksanaan pembayaran iuran tetap dan iuran produkss
sebagai dimaksud dalam pasal 18 diatur dengan keputusan Gu-
bernur Kepala Daerah.

Kepada wajib iuran pertambangan daerah yang telah membayar
juran pertambangan daerah diberikan bukti pembayaran yang
bentuknya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII.
KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD.
Pasal 21.

Pemegang SIPD wajib membayar iuran sebapaimana dimaksud
dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini.

Pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan keselamatan
kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi
ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari
pelaksana Inspeksi tambang atau pejabat vang berwewenang.



(2) Pemegang SIFD wajib memberikan laporan secara tertulis kepada
Cubernur Kepala Daerah, atas pelaksanaan keglatannya setiap
3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal
Pertambangan Umum, dan Kantor Wilayah Departemen Pertam-
bangan dan Enerpi setempat serta Direkiorat Jenderal PUOD
Depdagri.

Pasal 2%

(1). Pemegang SIPD wajib memberikan perlindungan dan memelihara
kesclamatan  kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pe-
kerjajburuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengenai masalah tersebut dan petunjuk
teknis dari pejabat/instansi vang berwenang di bidang perlam-
bangai.

(2). Pemegang SIPD wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa
sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitar-
nya dan tidak menimbulkan bahaya penyakil bapi masyarakat
serta tidak merugikan kepentingan umum.

{3). Pemegang SIPD wajib untuk mencegah terjadinya pencemaran
sebagai akibal penggalian bahan galian golongan C, yang dapat
memmbulkan gangguan bagi masyarakat.

{4). Pemegang SIPD wajib memelihara kelestarian/penyelamatan
tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendap-
an dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan ke-
lestarian banluran sungai.

{5). Pemepang SIPD wajib mengamankan sumber-sumber air dan
menjaga kelestarian sumber air.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN
Pazal 23

Pengawasan Usaha Pertambangan meliputi :
a. Pengawasan hasil pekerjaan tambang ;
b. Pengawasan Teknis penambangan, keselamatan kerja dan lingkungan
hidup.
Pasal 24.

{1} Pengawasan hasil pengusahaan pertambangan sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan
oleh Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Kantor Gubernur
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Kepala Daerah Tingkal T Bali dan Dinas Pendapatan Propinsi Dae-
rah Tingkat I Bali.

(2)  Pengawassn leknis penambangannyva, keselamalan kerja dan ling-
kungan hidup scbagaimana dimaksud dalam pasal 23 huraf b,
dilaksanakan oleh Instansi sebapai dimaksud dalam pasal & aval
{2) huruf ¢,

Pasal 25.

Untuk pembinaan usaha pertambangan dibentuk suatu team vang dite-
tapkan oleh Gubernur Kepala Daeral,

BABR X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26.
Pemegang izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Dacrah Propinsi
Bali No. 02/P1IDPRD/1973 lentang Larangan mengambil/Pasir, krikil,
pards, batu kali, karang dan lain-lain hasil alam atau berdasarkan keten-
luan/kebijaksanaan lainnya sejak berlakunya peraturan Daerah ini di-
wajibkan memperbaharoi izinnyva berdasarkan Peraturan Dacrah ini
selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Peratur-
an Daerah ini.

BAB XL
KETENTUAN PENUT:UP.
Pasal 27,

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini dity-
gaskan juga kepada :

a. Kepala Dinas P.U. Propinsi Daerah Tingkat I Bali -
b. Kepala Cabang Dinas P.U. Propinsl Daerah Tingkat I Bal,

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan
Daemh_ Propinsi Bali No. 02/PD/DPRD/1973, tentang Larangan me-
ngambil pasir, kerikil, batu kali, paras, karang dan lain-lain hasil alam.

Pasal 29,

Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan untuk melaksa-
nakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30.
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAN
TINGKAT I BALL
thel.

[ GUSTIPUTU RAKA, SH.

Denpasar, 18 Oktober 1983
GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,
tid.

MANTHRA,
NIP. : 130095383,

Dizahkan Menterl Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 545.61-519 tanggal 18 Juli 1984,
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 83
pada tanggal 16 Oktober Tahun 1984,

Seri B Nomor 1.

Sekretaris Wilayah | Daerah Tingkat I Bali,

tid.

Drs. SEMBAH SUBHAKTL

NIP, : 010023339,
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINS] DAERAH TINGKAT I BAL!
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

PENJELASAN UMURM,

Sebelum Peraturan Dacrah ini ditetapkan, di Propinsi Dacrah Tingkatl [ Bali
berlaku Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 02/PD/DPRD{1873 tentang Larangan
mengambil pasir, krikil, batu kali, paras, karang dan lain-lain hasil alam.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, ten-
tang Penggolongan bahan-bahan galian jo Peraturan Menterd Pertambanpan dan
Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P{/Pertambeni1981 tentang Pedoman
Pemberian Surat Izin Perlambangan Daerah untuk bahan galian yang bukan Strate-
gis dan bukan Vital (bahan galian golongan C), maka Peraturan Dacrah vang selama
ini diberlakukan perlu disesuaikan (disempurnakan) sesuai dengan Peraturan Pore
undangan tersebut di atas.

Di samping itu bahwa bahan galian golongan C, merupakan faktor vang sangal
menentukan dalam proses kegialan pembanpunan phisik dan bahan baku industyi,

Dapat dikatakan bahwa bahan galian golongan C sebagai suatu bahan valian
memiliki nilai sosial ekonomi.
Untuk itu penambangannya harus diarahkan kepada
. Polensi yang ada supaya diefektifkan ;
. Kelestarian Lingkungan dan keselamatan kerja ;
Potensi swasta nasional bisa berkembang dan memperluss kesempatan kerja ;
. Kebutuhan bahan baku provek pembangunan dapat terjamin ;
. Pengembangan sum ber pendapatan daerah.

e

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Lepas pantai adalah wilayah di antara garis pasang tertinggl dan garis surut terendah
air laut.

Paszal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
avat (1)
Cukup jelas.



ayat {2] hur?.ifc
Rekomendasi pertimbangan teknis dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin

akibat yang ditimbulkan oleh cara penambangan yang salah terhadap kelestarian
alam dan kelestarian kerja.

ayat {3)

Cukup jelas.

avat (4}

Cukup jelas,

Pasal 6 avat (1)

Bentuk SIPD sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Pertambangan dan Ener-
gi Mo, 03/P/M/Pertamben /1981 tanggal 3 Juni 1981,
ayal (2)

Cukup jelas.

avat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Menepaskan mengenai hak dan kewajiban daripada yang berhak atas tanah tersebut
sehupungan dengan pemberian SIPD.

Pasal 8

Cukup jelas,

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Dimaksudkan untuk mencegah pemberian 5 I P D yang berkeleblhan kepada badan

hukum /seseorang, dan untuk menghindari pemberian wilayah yang kosong endapan
bahan galiannya, serta adanya kesesuaian antara cadangan dengan permintaan.

avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas,
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
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Pasal 16

Cukup jelas,

Pasat 17

Cukup jolas,

Pasal 18

Menegaskan mengenai  kewajiban  pemesgang Surat Izin Pertambangan  Daceah

-8 TP 1) untuk membavar duran tetap dan juran produksi schubungan dengan

izin pertam bingan Daerab vang oomlabnva ditentokan sesuai denpan pedoiman
petunjuk Menteri Dalam Negeris sebagaimany temaktub suratinva No. D3500030;
PEOY tanggal 15 Desember 1981 serla hewajiban untuk memelihara lingkungan
Bictup clensan tetep memperhatikan Leselamatan kerja.

Pusal 19

Cukup jelas.

Paszal 20

R i las,

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

wkup jelas,

Pasal 23

Cukup elas,

Pasal 24 avat ¢ 1)

Penpawasan sl pekerjaan tambang adalah merupakan wewenang Pomerinlah
Draerah dalinn bal ind Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat T Bali.

aval (2

Penpawasan teknis penambangannya dan masalah keselamatan kerja dan lngkungan
hidup akibal Kegiatan usaha pertambangan adalab wewenang Departemen Peetam.
bhanpan dan Eneted setempat,

Pasal 25

Mengingat usabra pertam bangan masih dalam rintisan dan mengingat Dinas Periam-
hangan Dacral belum terbenfuk, maka Team tersebal dirasa saneal dibutwhkan.

Pasal 26 Fasal 29
Cukup jelas. kg jelas,
Pasal 27 Pasal 30
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 28 Pusal 31

Cukup jelas, Cukup jelas.



Daltar iuran produks untuk setiap jenis balan gatian golongan C,
e ————

BANAN GALLAN BLEIE

Lintank peavikaian e
meolabian Dadare Toepord

—
[tk Ekasport et
tanpn dliclah ranga

Sitkl-nitral

[*nspat

Craram Datu

Ashes

Talk

Mika

Mo nesit

Carafit

Yarosil

Lausii

Fawas o o

C¥ker

fiatu Permaia

Patn Selengah Permata

Basir Iowarsa

el ing

el dsgrar

Giips

Bentonit

Batu Apung

Tras

Cihsidinn

Perlil

Tannh Deatome

Tanah Serap

harmoer

Batu Tulis

Batu Kapur

[oslonmit

bualsit

Ciranit, Andesit

Liasal, Trakhlt {Batuan Ba-

TV

Borbagai jenis tanah liat ;

i lanah liat tahan api

I, Tumah liat ball

e, ‘Tanah liat untuk bahan-
bahan bangunan (batu
hata. penteng dan lain-
laim )

Pasir dan krikil :

@, untuk bahan hangunan

k. untuk pengurukan

&% dari arga jual
Ll )

20 " ddari harga jual
"

5 ¢ dari harga jual

5 “i dari harga jual

—

107 dari hares jual

207 dard harza jual
— 3'1_

1O dari harga jual
&
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